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Tugas dan Fungs




endahara

Penetapan Bendahara
pengeluaran pembantu

didasarkan atas pertimbangan :

1) besaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau
lokasi;

Bendahara Bendahara
Penerimaan Pengeluaran

Bendahara
Penerimaan
Pembantu

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
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Bendahara Penerimaan

Kepala daerah menetapkan
Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan
SKPKDatas usul PPKDselaku BUD

Bendahara Penerimaan memiliki tugas
dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kasumum
daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.



1.

2.

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan
wewenang lainnya paling sedikit yaitu :

meminta bukti transaksi atas pendapatan 4. Menatausahakan dan mempertanggung -
yang diterima langsung melalui RKUD; jawabkan pendapatan daerah yang

melakukan  verifikasi dan rekonsiliasi  d't€rimanya; dan

dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala5. menyiapkan dokumen pembayaran atas
Daerah; pengembalian kelebihan  pendapatan

meneliti kesesuaian antara jumlah uang daerah.

yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan ;



Bendahara Penerimaan Pembantu

Tugas dan wewenang sesuaidengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi :

1. Menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan daerah pada SKPD,kecuali untuk transaksisecaraelektronik;;

Meminta bukti transaksiatas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan ;

CLEE S

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
dan

6. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.



Bendahara Pengeluaran

PPKDselaku BUD mengusulkan
bendahara pengeluaran kepada
kepala daerah.

Kepala daerah menetapkan
Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran
belanja dan/atau pengeluaran

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

o

U

wewenang .

mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan
SPP LS:

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan
TU yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari PA yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik; dan

memungut dan menyetorkan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Selain tugas dan wewenang , Bendahara
Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya meliputi

1. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah;
2. Memeriksa kas secara periodik ;

3. Menerima dokumen buktl transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,

5. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

6. Pelaksanaananggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.
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Pelaksanaan Pembayaran Oleh Bendahara
Pengeluaran

Mekanisme Uang Persediaan

1. Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah
Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan
besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

2. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS.
Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS,

3. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja
yang ditetapkan pada DPA-SKPD.



Pelimpahan Uang Persediaan

1. Pelimpahan Uang Persediaan (untuk
selanjutnya disingkat Pelimpahan UP)
adalah alokasi UP yang ada di Bendahara
Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan
untuk memperlancar proses pelaksanaan
kegiatan pada SKPD, khususnya yang
dikelola oleh KuasaPengguna Anggaran.

2. Pelimpahan UP digunakan untuk
membiayai belanja-belanja yang dilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di
luar LS maupun TU

3. Proses pelimpahan UP ini muncul karena
adanya ketentuan yang mengatur bahwa
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya
berwenang untuk mengajukan permintaan
pembayaran menggunakan SPRLS dan
SPRTU.

Pelimpahandenga
memperhitungkan
besarnya kegiata
yang dikelola ole
— |[KPA serta wakt
pelaksanaan
kegiatan BP
bertanggungjawab
usulBP kepada BP ata
pengguni';\ath

PAdituangkadala
SuratKeputusarP
tentang Besara
PelimpahanUP Ke

PelimpahaJP kepadaBPP berakhirapabilasub
kegiatamnitskpdelahselesaisisaUPdisetorkadari
BPPkeBPsecardNonTunai




PERMINTAAN PEMBAYARAN

Permintaan Pembayaran dilakukan
oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagai proses awal
pembayaran oleh Pemerintah Daerah
kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai
proses pembebanan rekening Belanja.

Proses  permintaan pembayaran
memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik .

@BP/BPP membuat
Pengajuan SPP ke
PA berdasarkan
SPD melalui PPK
SKPDatau PPKUnit

Pengajuan
SPP

@SPP yang diajukan
oleh BP yaitu SPP
UP, SPPGU, SPPLS
dan SPPTU.

' Jenis SPP
. oleh BP

@SPP yangdiajukan
BPPyaitu SPP LS
dan SPP TU

Jenis SPP
Oleh BPP




SPPaUang Persediaan (UP)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOmOL  covcieiaiiaian.

Uang Persediaan

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UPdilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian ST -

UP. Pengajuan SPP UPdiajukan dengan melampirkan | o i o

keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP. e

7. Untuk Keperluan

. Dasar Pengeluaran

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah tentang besaran
UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada
awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan
ketersediaan kas di RKUDdan rencana pembayaran
belanja dengan menggunakan mekanisme LS,
besaran anggaran di SKPD. Sl

[tanda tangan)

[nama lengkap)
NIP.

Lemnbar Asli : Untuk Fengguna AnggaranPPE-SEFD:

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala St T
Daerah tentang besaran UP dan disertai dengan B
pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan

akan digunakan sesuaidengan peruntukannya.




SPP aGanti Uang (GU)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GUdilakukan
oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti
UP. Pengajuan SPP GUdilampiri dengan dokumen asli
pertanggungjawaban penggunaan UP.

Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang
telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak
melebihi besaran UP.

Pengajuan SPRGU terdiri atas Ringkasan SPRGU, Rincian
belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian objek dan LPJpenggunaan UP

b. SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOmor : ..o vvennen,

Gantl Uan g Persediaan

SFP-GU

1. Nama SKPD

2. MNama Pengmna Anggaran

3. Nama Bendshara Penge luaran

. NPWP Bendshara Pengeluaran

. Mama Bank

. Momor Rekening Bank

7. Untuk Keperluan

. Dasar Pengeluaran

SPD

Tanggal @ ..o i

Tanggal @ ..o i

SP2D Sebelumnya

Tanggal @ ..o i

Pada SPPini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperhikan sebagaimana tertera pada daftar kelenglapan dokumen SFP ini.

Batas Pengajuan GU adalah apabila UP
dipergunakan paling sedikit 50%

vesnanen ANEEAL s
Bendahara Pengeluaran

[tanda tangan)

[nama lenghkap)
NIP.

Lembar Asli: Unitul Penggura Anggeran/PRK- S0
Salinan 1 : Uniui Kz sa BUD

Sallinan 2 : Untuk Bendshera Peng elam@n
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahera Pengshiaran




SPPaTambahan Uang (TU)

' Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan SPP TUuntuk melaksanakan
kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS danatau SPP UP/GU.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTKatau
pihak terkait lainnya yang telah pengeluaran /bendahara
diverifikasi pengeluaran oleh pembantu .

c. SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA "
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor & ..........

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

1. KNama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

3. Nama Pengmuna Anggaran)Kuasa Pengnuna Anggamn

4. Nama FPTK

5. Nama Bendabara Pengeluaran/Bendabara Pengslu

aran Pembantu | @

G, NPWP Bendahara Pengeluaran Bendabara Pengeluamn Pembantu ] @

7. Nama Bank

&, Nomor Rekening Bank

9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran

SPD

LT

e |RP.

Tanggal @ oo e veramean e

e |BR.

Rp.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini

didokumentasikan dalam SPPTU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPRTU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan
sub rincian objek.

SP2D Sebelumnya

Tanggal @ oo e veramean e

e |BR.

Tanggal @ oo e veramean e

e |BR.

Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampimn-lampiran vang dipe

dukan sebagaimana terera mda daltar kelengkamn dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Hegiatan

frands tangan)

Inama lengkapj
NIP.

Lembar Al : Uitk Pengguna Ang gar s PRK-SE9 D
Sallinan 1 : UrituiKugss BUO

Sallinan 2 : Urituk Bendshara Pengelusren PP TH
Sallinan 3 : Unitui Arsip Ben clshara Pengel usranPETK

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ftanda tangan]

[nama lengkap)
NIPE.




S P P é Langsu ng (LS) e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA™
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

| Belanja LSadalah belanja yang dananya ditransfer N .o

langsung dari RKUDke rekening pihak ketiga. | s

Pengajuan permintaan pembayaran LSini terdiri atas.:

1) SPPLSGaji dan Tunjangan;

2) SPPLSBarang dan Jasa;

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak
Ketiga Lainnya.

SPRLSkepada pihak ketiga kelebihan penerimaan
lainnya digunakan untuk yang terjadi pada tahun
pembayaran antara lain: anggaran sebelumnya;
Hibah berupa uang; . pembayaran kewajiban
Bantuan sosial berupa pemda atas putusan
uang; pengadilan , dan
. Bantuan keuangan; rekomendasi APIP
. Subsidi; dan/ atau rekomendasi
Bagi hasil BPK. ey
belanja tidak terduga
untuk pengembalian




PEMBUKUAN
BENDARHARA
PENGELUARAN




Pembukuan

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik .




Sumber Data Pencatatan Pembukuan

Bukti transaksi yang sah dan lengkap
SPP UP/GU/TU/LS
SPM UP/GU/TUI/LS

SP2D

Dokumen pendukung lainnya sesual peraturan perundang -undangan



Ketentuan Pelaksanaan

Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Penerimaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D -

Persediaan GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas
Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di

sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D -

UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

Pelimpahan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Uang Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku

: Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang
Persediaan dilimpahkan



Pergeseran
Uang
Persediaan

Pembayaran
belanja oleh
Bendahara

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai,
dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada
Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas
Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan
PPTK secara tunai/nontunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian
Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.



Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta
bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pemberian uang panjar
sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di
BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu
Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu
Panjar di sisipengeluaran .



Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK
atas penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja
pada sisi pengeluaran .

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank
atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan

b) Dalam hal terdapat kekurangan wuang panjar, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya
mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan .



Belanja Bendahara Pengeluaran/Bendahara

melalul
LS

Pengeluaran Pembantu melaksanakan
pembukuan pembayaran belanja melalui LS
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi
penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal
yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu
Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja
LS sebesar jumlah belanja bruto.



Pemungutan  pada saatpemugutan /pemotongan pajak,

ga” Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
ngnaykemfan Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan,

dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.

Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran,
dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.



Buku Kas Umum Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir
bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU
dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.



Reqister
SPP/SPM/SP2D

REGITER SPP/SPM/SP2D

Periode!
Jni SPM S0
Jumizh | Keterangan
[UP/GU/TU/LS) Nomor | Tgl | Nomor
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

==

=

s
! I
i




BUKU KAS UMUM

SKPD............
- TAHUN ANGGARAN............
BUKU KAS UMUM
Periode: .. e
No. | Tanggal | No.Bukti Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
terdiri dari:

a. Tunai | o .
b. Bank SRPi e

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

o
A
C

Disiapkan oleh,
BendaharaPengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

!
a

Nama
NP i s




BUKU PEMBANTU
KAS TUNAI

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD............
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periode: .. wews e

Tanggal

No. Bukti Uraian Penerimaan

Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna

o
a

Nama

NIP: ...

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran

!
a

Nama
NIP: .........




BUKU PEMBANTU

PAJAK

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SKPD............
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: .....cceevueneen..

No. | Tanggal |No.Bukti Uraian Penerimaan

Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna

!
A

Nama
NIP:..........

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran

o
e
8]

NIP: ..........




BUKU PEMBANTU
PANJAR

o

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD............
TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANJAR
Periode: ... e

Tanggal |[No. Bukti Uraian Penerimaan

Pengeluaran Saldo

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran

!
A
a

Mama
NP e

Disiapkan oleh,

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pem bantu

!

A
o]
Hama
NP s




BUKU PEMBANTU _— -
SUB RINCIAN rreeul

Jumlah Anggaran [DPPA)

OBYEK BELANJA s s

Belanja LS | Belanja TU UP/GU

No. | Tanggal No. BKU Uraian

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/

Disetujui oleh,
Bendahara Pengeluaran

Pengguna Angzaran;
Kuasa Pengguna
1 !
£l "
o] =]
MNama MNama
|| O

MP: e




LAPORAN
PERTANGGUNGJA
(LPJ) BENDAHARA
PENGELUARAN



Sebagal bagian dari tugas dan tanggung jawabnya,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu harus menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).

Penyusunan dan penyampaian LPJBendahara
memuat Iinformasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.



Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai

berikut

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ
pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan
penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh
PA/KPA.

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.



/

Bendahara Pengeluaran wajib
menyampaikan
pertanggungjawaban atas
pengelolaan yang terdapat
dalam kewenangannya.

-

~




Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran, meliputi:

JLPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap
pengajuan GU.

JLPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti -bukti belanja yang lengkap dan sah.

JLPJ Penggunaan UP dijadikan sebagail lampiran pengajuan SPP- GU.

@Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa
dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.



Pertanggungjawaban penggunaan TU

@Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU
diterima.

@Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA
melalui PPK-SKPD/PPKUnit SKPD berupa LPJ TU yangdilampiri bukti -
bukti belanja yang lengkap dan sah.

DPPKSKPD/PPKUNIit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA



Pertanggungjawaban Administratif

a. Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK -
SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administrative dengan langkah -langkah sebagai berikut:
1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas

c. Apabila dalam proses verifikasi , PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/ atau ketidaklengkapan
maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran .

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap , maka PPK SKPD akan pengajuan
penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran .

e. Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa
pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
1) BKU;

2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

g. Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administrative  disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari dan wajib  melampirkan bukti setoran sisa UP.



Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertan q_un?'awaban fungsional disampaikan olen Bendahara Pengeluaran
Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pen8guna
ﬁnglgatran , kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan

erikutnya.

b) Pertang%unqu;\waban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi
dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:

1) Laporan penutupan kas; dan
2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

C) Pertang%unlgglwaban fun%sional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, 5)ertang ungjawaban fungsional
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan
bukti setoran sisa UP

e) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasdanmenandatangani LPJ
Bendahara Pengeluaran sebagai bentukpersetujuan .



\

Pertanggungjawaba
Bendahara Pengeluaran
Pembantu e




Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran Pembantu

@Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan

UP.

@Pertanggungjawaban penggunaan limpahan
kepada KPA melalui PPKkUnit SKPD berupa
yang dilampiri bukti -bukti belanja yang leng

JLPJlimpahan UP disampaikan kepada Beno
sebagal dasar penyusunan LPJ Bendahara

UP disampaikan
LPJ limpahan UP
Kap dan sah.

ahara Pengeluaran

Pengeluaran.



Pertanggungjawaban penggunaan TU

@Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah
habis/selesal digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau
telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

@Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPKUnNIt SKPD berupa LPJTU yang dilampiri
bukti -bukti belanja yang lengkap dan sah.

DPK-SKPD/PPKUnNIt SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani olen KPA.



BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara
Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:

BKU; dan Laporan penutupan kas.

NS

PPKSKPD/PPKUnNIt SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJsebelum
ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.
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0G0 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA wuveee
PEMERINTAH [ S

DAERAH Tahun Anggaran.........

LAFDRAN PENUTUPAN KAS

L APORAN - S

PENUTUPAN KAS —

Dengan memperhatikan  Peraturan  Gubernur/Bupati/Walikota.. ...
No.. Tahuno.—.... mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama inl kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD..... . adalah
sejumlah Rp................dengan perincian sebagai berikut

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A1 Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumlah Penerimaan Rp.

A Jumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal.......1erdiri dari saldo di kas wnai sebesar
2] - I— dan saldo di bank sebesarRp_..._..._.__.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggsal Rp.

A2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saléo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal...._.... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp dan saldo di bank sebesar Rp.... .

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 5aldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
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LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
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Saldo Kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran




SPJ FUNGSIONAL

LAPORAN PERTANGGLINGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
{SPJ FUNGSIONAL)
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Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Disiapkan aleh,
Bendahara Pengeluaran




Tgl 2 Januari 2010 bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP untuk
mengisi uang persediaan. Atas pengajuan SPP-UP tersebut PA telah
menerbitkan SPM-UP, dan langsung diajukan penerbitan SP2D ke hari itu
juga.

Tgl 3 Jan 2010 diterima SP2D UP No. ..... sebesar Rp 100 juta dan langsung
dicairkan di Kas Daerah.

Tanggal 4 Jan 2010 diambil uang dari rekening bank sebesar Rp 30 juta untuk
mengisi kas tunai.

Tanggal 5 Jan 2010 dibayar uang panjar kepada Sdr. A untuk kegiatan X
sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 9 Jan 2010 dibayar uang panjar kepada Sdr. B untuk kegiatan Y
sebesar Rp 7.500.000,-

Tgl 15 Jan 2010 diterima SP2D LS pihak ketiga atas pembayaran termyn |
kepada CV. Rahayu sebesar Rp 110 juta kegiatan pembangunan gedung
Kantor Dinas Pendidikan dilampiri SSP PPN dan PPh.

Tgl 20 Jan 2010 Sdr. A menyerahkan SPJ lengkap atas uang panjar yang
diterimanya dengan rincian untuk belanja ATK Rp 2.500.000,-; belanja makan
dan minum Rp 4.500.000,-; honor panitia kegiatan Rp 1.000.000,-; bantuan
transport peserta 1.000.000,- dan honor pembicara Rp 1.000.000,-.

Tgl 21 Jan 2010 bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU atas SPJ dari
kegiatan X sebesar Rp 10.000.000,-. Atas pengajuan SPP-GU tersebut PA
telah menerbitkan SPM-GU dan langsung diajukan ke Bag. Keuangan untuk
diterbitkan SP2D.
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